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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>Koperasi sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi mempunyai potensi dan

peranan yang strategis dalam pembangunan. Dalam mengembangkan usahanya, koperasi pada umumnya

menghadapi diantaranya dalam bidang permodalan. 

<br ><br>

Untuk mengembangkan permodalan koperasi, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan

(rules), antara lain Paket Januari 1990, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan peraturan lainnya. 

<br ><br>

Pokok Permasalahan yang mendasar dalam kaitannya dengan pemberian jaminan kredit adalah sampai

sejauhmana kebijaksanaan yang mengatur pemberian jaminan kredit telah memberikan insentif bagi Perum

PKK, Koperasi, dan Bank Penyalur. 

<br ><br>

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah yang

telah dikeluarkan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan kebijaksanaan pada tingkat mana yang masih perlu

disempurnakan. 

<br ><br>

Untuk pembahasan permasalahan ini, digunakan teori-teori yang berlandaskan pada hierarkhi kebijaksanaan

(Bromley, 1989), teori hubungan prinsipal dan agen (Williamson, 1990), model 7'S Mc Kinsey, metode

analisis SWOT, teori koperasi, jaminan kredit, dan corporate lifecycle (Adizes, 1988). 

<br ><br>

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah eksploratif, sumber datanya diperoleh dari Perum

PKK dan 39 KUD serta teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi

lapangan. 

<br ><br>

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa selama 13 tahun (1982 s.d. 1994), rata-rata per tahun ada

sebanyak 2.200 unit koperasi/KUD telah menerima kredit sebesar Rp 213.043.160.000 yang dijamin Perum

PKK (83 %) dan dalam operasionalnya Perum PKK masih mengalami berbagai masalah intern dan ekstern. 

<br ><br>

Dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan kebijaksanaan (rules) dalam mendukung bekerjanya sistem

jaminan kredit yang memberikan insentif bagi koperasi dan Perum PKK. 

<br ><br>

Untuk itu pemerintah perlu merekayasa kebijaksanaan yang dapat memberikan insentif dan memperkokoh

kelembagaan Perum PKK yang memiliki keunggulan.
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